
BAB V
STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Dalam menetapkan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Prajatahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif.  Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.  Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.  Hal tersebut dapat ditentukan dengan menentukan alternative strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatandan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Analisis SWOT dilaksanakan agar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.  Berikut analisa penentuan strategi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar :
Tabel 5.1
Analisa SWOT Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar
Tahun 2021 – 2026
	
           FAKTOR           
           INTERNAL










FAKOR EKSTERNAL
	KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Adanya dasar hukum yg jelas dlm pelaksanaan tugas
	KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP dan Damkar ; belum optimalnya kinerja PPNS

	
	2. Adanya pengaturan tugas dan jadwal yg jelas
	2. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarpras

	
	3. Komitmen anggota dlm pelaksanaan tugas
	3. Kurangnya personil Satpol PP dan Damkar

	
	4. Adanya kebersamaan dalam satu komando dlm pelaksanaan penegakan Perda dan trantibum
	4. Kurangnya anggaran utk menunjang program dan kegiatan di Satpol PP dan Damkar

	PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Dinamika perkembangan produk hukum
	Strategi S – O

1. Selalu mengikuti perkembangan produk hukum terbaru/berlaku
	Strategi W – O

‘1.  Selalu mengikuti perkembangan aturan dg meningkatkan kualitas anggota Satpol PP dan Damkar mengoptimalkan kinerja PPNS

	2. Adanya tuntutan dari masyarakat utk peningkatan trantibum
	2. Peningkatan kualitas pelayanan kpd masyarakat dg peningkatan kinerja
	‘2.  Optimalisasi sarpras dlm upaya peningkatan trantibum

	3. Perkembangan pembangunan di Kab. Blitar
	3. Komitmen anggota Pol PP dan Damkar dlm pelaksanaan tugas utk mengimbangi perkembangan pembangunan
	‘3. Memaksimalkan potensi anggota yg ada dlm melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar guna mendukung pembangunan daerah

	4. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dlm menciptakan trantibum dan penegakan Perda
	4. Selalu berkoordinasi dlm melaksanakan kegiatan menciptakan trantibum dan penegakan Perda dg melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota Linmas
	‘4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan anggota Satlinmas dlm setiap kegiatan

	5. Adanya koordinasi lintas sektor
	5. Peningkatan kebersamaan dlm melaksanakan tugas dan selalu berkoordinasi dg lintas sektor
	‘5. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan yg melibarkan lintas sektor agar saling mendukung dan berjalan sukses


	ANCAMAN (THREATS)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat utk pelaksanaan Perda
	Strategi S – T

‘1. Permberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dlm Perda kpd masyarakat
	Strategi W – T

‘1. Meningkatkan profesionalisme anggota Pol PP dan Damkar ; optimalisasi kinerja PPNS dlm upaya memberikan kesadaran masyarakat mematuhi Perda


	2. Adanya stigma negative yg muncul dari masyarakat thd aparat Satpol PP dan Damkar
	‘2. Pelaksanaan aturan yg jelas dan humanis dlm setiap kegiatan utk mengubah stigma negative dari masyarakat
	‘2.  Merubah stigma negative masyarakat thd Satpol PP dan Damkar dg memanfaatkan scr maksimal sarpras yg ada

	3. Adanya potensi gangguan trantibum
	‘3. Meningkatkan komitmen anggota Satpol PP dan Damkar utk mencegah munculnya gangguan trantibum
	‘3. Memaksimalkan potensi anggota dlm melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar menjaga trantibum

	4. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yg melanggar Perda
	‘4. Kerjasama antar sektor dlm mengatur kegiatan ekonomi masyarkat
	‘4. Memanfaatkan anggaran yg ada dlm upaya penegakan Perda



Catatan :
· Anggota Satpol PP terdiri dari petugas Pol PP dan Damkar.
Berdasarkan analisa SWOT, maka setelah dilakukan telaahan dan analisa terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dan Damkar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sebagai berikut :
1. Strategi
a. Peningkatan Ketentraman dan Ketetiban Umum; dan
b. Optimalisasi Pelayanan Bencana Kebakaran.

2. Kebijakan
a. Mengoptimalkan peran Satpol PP dan dan Damkar serta PPNS;
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama insyansi/aparat terkait (stakeholder) dalam penegakan Perda, pencegahan dan penanganan gangguan trantibum;
c. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dlm mewujudkan trantibum dan tanggap bencana; dan 
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota Pol PP dan Damkar  serta Linmas.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang dituangkan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :







Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Blitar
Tahun 2021 – 2026
	VISI : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun, Ghofur

	MISI Ke-1 :  Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi/aparat dlm penegakan Perda (yustisi dan non yustisi) serta pencegahan dan penanganan gangguan trantibum

	
	
	
	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dlm mewujudkan trantibum dan tangggap bencana

	
	
	
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota Pol PP dan Linmas

	
	Terwujudnya Pengamanan Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat
	Optimalisasi pelayanan bencana kebakaran
	Meningkatkan waktu tanggap layanan (response time rate) dlm Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
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Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di masa mendatang akan lebih kompleks dan multi dimensi, oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis secara bersama untuk mengatasinya.  Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Pemetaan daerah yang rawan gangguan ketertiban dan ketentraman;
2. Mengoptimalkan peran serta/kepekaan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Satlinmas dalam mengidentifikasi dan mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;


3. Memfasilitasi saluran komunikasi serta menjalin kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, forum lintas agama dan golongan dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi ganguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Senantiasa menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya dengan jajaran Kepolisian dan aparatur penegak hukum lainnya dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif;
5. Peningkatan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas penegakan Perda dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan menyelesaikan ganguaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Perda.
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